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ABSTRAK  

 

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA DALAM 

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KECAMATAN 

ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU 

 

Oleh 

Ita Fauzia Septiana 

 

Sektor pertanian merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, 

khususnya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Salah 

satu kebijakan penting yang diambil adalah Program Kartu Petani Berjaya (KPB) 

di Provinsi Lampung, yang bertujuan memberikan kemudahan akses bagi petani 

terhadap pupuk bersubsidi, beasiswa, permodalan, serta teknologi pertanian. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi program Kartu 

Petani Berjaya dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Adiluwih, 

Kabupaten Pringsewu, dengan menganalisis perilaku organisasi, implementor, dan 

kelompok sasaran. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif untuk memaparkan proses implementasi secara sistematis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kartu Petani Berjaya belum 

optimal. Meskipun ada komitmen dan koordinasi yang baik antara Dinas 

Pertanian dan kelompok tani, kendala seperti kurangnya sosialisasi dan kesiapan 

penyuluh pertanian, serta respon beragam dari kelompok tani, menghambat 

pelaksanaan program ini. Kelompok tani merasa sistem digitalisasi masih sulit 

diadopsi, dan beberapa petani serta pemilik kios pupuk menyatakan bahwa 

manfaat program belum sepenuhnya dirasakan. Koordinasi yang lebih baik antara 

pemerintah daerah dan pusat serta peningkatan kapasitas penyuluh di lapangan 

menjadi kunci untuk keberhasilan program ini. 

Kata Kunci: Implementasi Program, Kartu Petani Berjaya, Pupuk Bersubsidi, 

Kesejahteraan Petani



 

ABSTRACT  

 

IMPLEMENTATION OF THE FARMERS CARD PROGRAM WAS 

SUCCESSFUL IN IMPROVING THE WELFARE OF FARMERS IN 

ADILUWIH DISTRICT PRINGSEWU DISTRICT 

 

By 

Ita Fauzia Septiana 

 

The agricultural sector is an important pillar in the Indonesian economy, 

especially to improve food security and farmer welfare. One of the important 

policies taken is the Successful Farmer Card (KPB) Program in Lampung 

Province, which aims to provide easy access for farmers to subsidized fertilizers, 

scholarship, capital, and agricultural technology. This study aims to describe the 

implementation of the KPB program in improving farmer welfare in Adiluwih 

District, Pringsewu Regency, by analyzing the behavior of organizations, 

implementers, and target groups. The method used is qualitative research with a 

descriptive approach to systematically explain the implementation process. The 

results of the study indicate that the implementation of the Successful Farmer 

Card has not been optimal. Although there is good commitment and coordination 

between the Agriculture Service and farmer groups, obstacles such as lack of 

socialization and readiness of agricultural extension workers, as well as mixed 

responses from farmer groups, hamper the implementation of this program. 

Farmer groups feel that the digitalization system is still difficult to adopt, and 

several farmers and fertilizer kiosk owners stated that the benefits of the program 

have not been fully felt. Better coordination between local and central 

governments and increasing the capacity of extension workers in the field are key 

to the success of this program. 

Keywords: Program Implementation, Successful Farmer Card, Subsidized 

Fertilizer, Farmer Welfare
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian menjadi basis perekonomian dalam meningkatkan ketahanan 

pangan Indonesia. Pembangunan pertanian bertujuan untuk menyejahterakan 

petani melalui subsidi input usaha tani berupa pupuk dan benih, maupun 

penerapan teknologi baru sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian. 

Pembangunan pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan dan 

pertumbuhan nasional. Hal ini karena sumber daya alam Indonesia yang 

beragam, sebagian besar penduduk bergantung pada hasil alam, porsi 

pendapatan ekspor pertanian yang besar, dan tingginya penyerapan tenaga 

kerja. Vitalnya sektor ini, menjadikan petani harus mendapat perhatian lebih 

karena perannya dalam menggerakkan sektor pertanian. Namun, nyatanya 

hingga saat ini sebagian besar petani di Indonesia masih tergolong miskin 

(Yusup Nugraha, 2022). Sehingga, perlu intervensi negara melalui kebijakan 

yang sesuai dengan kebutuhan petani seperti stabilisasi harga pupuk yang 

mahal, sarana dan prasarana berupa irigasi maupun Jalan Usaha Tani (JUT), 

serta pengendalian harga hasil produksi petani. 

Salah satu atensi pemerintah dibidang pertanian diwujudkan melalui kebijakan 

yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan petani. Dalam Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2013 Pasal 44 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah daerah 

memiliki kewajiban dalam melindungi dan memberdayakan petani, kelompok 

petani, koperasi petani, dan asosiasi petani. Memberikan perlindungan yang 

dimaksud adalah pemberian jaminan dalam harga komoditi yang 

menguntungkan, memperoleh sarana dan prasarana produksi, pemasaran hasil 

pertanian pokok, pengutamaan hasil pertanian pangan lokal dalam memenuhi 
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kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional, kompensasi akibat 

gagal panen, bencana alam, wabah hama atau puso, dan asuransi pertanian.  

Selaras dengan peraturan tersebut, pemerintah daerah Provinsi Lampung 

membuat Program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang termuat dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya. 

Program ini merupakan salah satu bentuk janji kerja Gubernur Lampung 

Arinal Djunaidi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani menuju 

kesejahteraan. Ruang lingkup program Kartu Petani Berjaya (KPB) meliputi, 

pengelolaan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi, kelembagaan 

pengelolaan Program KPB, akses keuangan dan arus barang atau jasa, 

pendampingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program KPB. 

Program Kartu Petani Berjaya (KPB) hadir untuk menjawab berbagai 

permasalahan yang muncul di sektor pertanian, seperti terbatasnya 

ketersediaan bibit dan pupuk bersubsidi, akses permodalan yang sulit, serta 

lemahnya daya saing komoditas hingga pemasaran hasil panen yang masih 

menjadi persoalan serius (Feraera & Syuryansyah, 2021). Akibat adanya 

permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Lampung membuat Program 

Kartu Petani Berjaya (KPB) dengan memanfaatkan teknologi di sektor 

pertanian agar petani di Provinsi Lampung siap menghadapi revolusi 

pertanian. Syarat agar dapat tergabung dalam program Kartu Petani Berjaya 

(KPB) antara lain petani harus tergabung dalam kelompok tani (Poktan), telah 

menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK), dan 

memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten pertama yang melaksanakan soft 

launching program Kartu Petani Berjaya (KPB) pada akhir tahun 2019 di 

Balai Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. 

Kabupaten Pringsewu menunjukkan keseriusan dan kesiapan dalam 

implementasi Kartu Petani Berjaya dengan melaksanakan sosialisasi secara 

serentak pada musim tanam kedua tahun 2021 atau pada bulan April 2021 di 9 

kecamatan yaitu Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, Pagelaran, Pagelaran 
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Utara, Ambarawa, Pardasuka, Sukoharjo, Banyumas, dan Adiluwih. Berikut 

skema model sistem Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Pingsewu. 

 

Gambar 1. Model Sistem Program Kartu Petani Berjaya 

Sumber: Juknis Kartu Petani Berjaya Kabupaten Pringsewu, 2023 

 

Gambar 1 menunjukkan pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya (KPB) 

yang bersinergitas bottom-up dan top-down planning. Berbagai unsur 

kepentingan saling bekerjasama membentuk keseimbangan dalam pelaksanaan 

program Kartu Petani Berjaya (KPB) dengan melibatkan berbagai pihak, 

mulai dari pemerintah provinsi, pihak perbankan, pembeli hasil pertanian, 

penyedia sarana produksi pertanian (suppliers), hingga kelompok sasaran 

yaitu kelompok tani dan petani. Bottom-up planning merupakan perencanaan 

yang dibuat oleh pemerintah dengan mendengarkan aspirasi rakyat, dimana 

arus kebutuhan petani akan ditampung pada kelompok tani atau koperasi, 

kemudian akan disalurkan pada Badan Usaha Berbadan Hukum, dan terakhir, 

laporan kebutuhan petani akan diterima oleh pemerintah provinsi.  

Sedangkan top-down planning merupakan perencanaan yang langsung dibuat 

oleh pemerintah untuk masyarakat. Pemerintah provinsi akan memberikan 

intuksi permodalan kepada Badan Usaha Berbadan Hukum untuk memberikan 
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berbagai bantuan berupa sarana produksi pertanian (saprotan) kepada 

kelompok tani dan diberikan pada petani indvidu.  

Hasil pra-riset pada 19 September 2023 di Dinas Pertanian Kabupaten 

Pringsewu, tercatat sebanyak 816 kelompok tani dan 58 kios telah terdaftar 

pada website Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Pringsewu. Namun, 

pelaksanaan program ini belum dijalankan secara merata. Hal ini diketahui 

dari pernyataan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Dinas 

Pertanian Kabupaten Pringsewu bahwa program KPB telah disosialisasikan 

keseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu akan tetapi di 

beberapa kecamatan masih sedikit kelompok tani yang menebus pupuk 

melalui Kartu Petani Berjaya (KPB) salah satunya Kecamatan Adiluwih. Hal 

ini juga selaras dengan pernyataan Hanifah yang merupakan anggota Komisi 

II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dalam Rapat 

Koordinasi dan Sinkronisasi Program KPB (2022), yang menuturkan bahwa 

KPB belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan. 

Kendala dalam pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) juga 

disebabkan sulitnya membujuk kelompok sasaran untuk beralih dari cara 

tradisional ke digital (Feraera & Syuryansyah, 2021). Dalam pelaksanaan 

program KPB, kelompok tani juga seringkali mengalami kesulitan dalam 

penebusan pupuk subsidi yang disebabkan kompleksitas prosedur penebusan, 

atau petani tidak dapat melengkapi persyaratan penebusan yang 

mengakibatkan Kios Pupuk Lengkap (KPL) harus menolak/membatalkan 

penebusan pupuk.  

Masalah lain yang muncul adalah ketika petani telah melakukan pembayaran 

secara non-tunai, namun ternyata pupuk subsidi sudah tidak tersedia di Kios 

Pupuk, sehingga mengakibatkan miskomunikasi. Oleh karena itu, koordinasi 

antara pemerintah dengan stakeholder secara kontinu sangatlah penting untuk 

menarik kelompok sasaran menerima transformasi digital dan mencapai tujuan 

yang diinginkan. 
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Berdasarkan petunjuk teknis Kartu Petani Berjaya (KPB) Kabupaten 

Pringsewu pelaksanaan program KPB di Dinas Pertanian Kabupaten 

Pringsewu dilaksanakan dengan pendampingan. Pendampingan diberikan 

dalam rangka memberikan pembinaan dan jaminan pelaksanaan program yang 

terukur dan terkontrol. Pendampingan program KPB dapat berupa sosialisasi, 

pengumpulan basis data, bimbingan teknis, pendampingan pelaksanaan 

operasional kegiatan program KPB, dan monitoring, evaluasi, pelaporan. 

Dalam perspektif kebijakan implementasi khususnya implementor dalam 

melakukan sosialisasi terdapat beberapa hal penting yang harus dimiliki, 

seperti kompetensi (kualitas) implementor dan jumlah implementor yang 

tercukupi (kuantitas). Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu sebagai instansi 

yang bertanggung jawab atas implementasi program Kartu Petani Berjaya 

(KPB) di Kabupaten Pringsewu, melalui Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang 

ada di tiap kecamatan. Sehingga, Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu 

membuat tim implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB) tingkat kecamatan 

dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 

520/24/SK/D.18/2023 tentang Tim Elektronik Kartu Petani Berjaya (E-KPB) 

Tingkat Kecamatan Kabupaten Pringsewu.  

Tabel 1. Tim E-KPB Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pringsewu 

No Kecamatan Jumlah PPL Wilayah Pembinaan 

(Pekon/Kelurahan) 

1 Adiluwih  5 10 

2 Pagelaran  7 21 

3 Ambarawa 5 8 

4 Pagelaran Utara 5 9 

5 Banyumas 5 9 

6 Gading Rejo 9 22 

7 Sukoharjo  6 16 

8 Pringsewu 5 14 

9 Pardasuka  5 13 

Total 52 122 

Sumber: SK Kepala Dinas Pertanian Nomor: 520/24/SK/D.18/2023  

 

Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada tabel 1 menunjukkan bahwa 

total PPL sebanyak 52 orang dengan wilayah pembinaan E-KPB yang tersebar 
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di 9 kecamatan dengan jumlah pekon/kelurahan sebanyak 122. Artinya, 

terdapat beberapa penyuluh yang harus membina 3 hingga 4 pekon/kelurahan, 

contohnya di Kecamatan Adiluwih yang memiliki 5 penyuluh, yang secara 

rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Jumlah Kelompok Tani dan Anggota di Kecamatan Adiluwih 

No Pekon Jumlah Poktan Tim E-KPB (PPL Adiluwih) 

1 Kutawaringin 11 Saifurrohman, SP 

2 Totokarto  6 

3 Tritunggal Mulyo 12 

4 Tunggul Pawenang 6 Tri Wahyuningsih, A.Md 

5 Srikaton 15 

6 Adiluwih  10 Teguh Susanto, SP 

7 Waringinsari Timur  14 

8 Purwodadi 10 Masruri, A.Md 

9 Enggal Rejo 8 Solihin, SP 

10 Sukoharum 9 

11 Bandung Baru 7 Tidak masuk dalam wilayah 

pembinaan E-KPB 12 Bandung Baru Barat 6 

13 Sinar Waya 4 

Total 118  

Sumber: Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 520/24/SK/D.18/2023 

 

Tabel 2 menunjukan banyaknya Kelompok Tani (Poktan) di Kecamatan 

Adiluwih sejumlah 118 kelompok tani. Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas 

Pertanian Nomor: 520/24/SK/D.18/2023 tentang Tim Elektronik Kartu Petani 

Berjaya (E-KPB) Tingkat Kecamatan Kabupaten Pringsewu, Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) di Kecamatan Adiluwih hanya 5 orang, serta di 3 

pekon seperti Pekon Bandung Baru, Bandung Baru Barat, dan Sinar Waya 

tidak tercantum dalam wilayah pembinaan E-KPB padahal terdapat kelompok 

tani di wilayah tersebut. Hal ini membuat Surat Keputusan Kepala Dinas 

Pertanian Nomor: 520/24/SK/D.18/2023 terkesan dibuat secara asal-asalan 

(formalitas) dan menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pedoman Formasi 

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, yang berbunyi “Penempatan 

Penyuluh Pertanian didesa/kelurahan ditetapkan sebagai berikut: 
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a) Apabila dalam satu desa terdapat lebih besar atau sama dengan 8 

(delapan) kelompok tani, maka dapat ditempatkan 1 (satu) Penyuluh 

Pertanian; 

b) Apabila dalam satu desa terdapat kurang dari 8 (delapan) kelompok tani, 

maka dapat ditempatkan 1 (satu) Penyuluh Pertanian untuk membina 2 

(dua) desa. 

c) Apabila dalam satu desa tidak berpotensi agribisnis maka tidak 

ditempatkan Penyuluh Pertanian”. 

Kurangnya penyuluh secara kuantitas akan mempengaruhi proses 

implementasi Kartu Petani Berjaya di Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu. Selain itu, berdasarkan hasil pra-riset pada 11 Desember 2023 di 

Kecamatan Adiluwih ditemukan informasi bahwa Petugas Penyuluh Lapangan 

(PPL) yang tergabung dalam tim E-KPB yaitu Bapak Saifurrohman, belum 

memahami secara keseluruhan mengenai program Kartu Petani Berjaya. 

Sehingga, pelaksanaan program KPB di Kecamatan Adiluwih belum 

sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. 

Penelitian yang dilakukan Nabila tahun 2023 di Kecamatan Tumijajar 

Kabupaten Tulang Bawang Barat mendapati pemegang Kartu Petani Berjaya 

(KPB) dan pemilik Kios Pupuk Lengkap (KPL) masih menggunakan 

mekanisme lama dalam penebusan pupuk bersubsidi yang disebabkan 

ketidakpahaman kelompok tani dan pemilik kios dalam penggunaan KPB. 

Mekanisme penebusan pupuk menggunakan Kartu Petani Berjaya masih 

dipandang rumit oleh kelompok tani karena kurangnya informasi tata cara 

penggunaan KPB dari penyuluh pertanian lapangan (Nabila, 2023). 

Sedangkan, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu karena Kecamatan Adiluwih merupakan salah satu wilayah kering 

dengan potensi unggul di sektor pertanian jagung. Meskipun Kabupaten 

Pringsewu bukan penghasil jagung terbesar di Provinsi Lampung, namun 

jagung merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Pringsewu. 

Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor, yaitu subsektor tanaman 

pangan, subsektor holtikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, 
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dan subsektor kehutanan. Tanaman jagung merupakan salah satu komoditas 

dari subsektor tanaman pengan.   

Tabel 3. Luas Panen Jagung Menurut Kecamatan (ha), 2023 

No Kecamatan Luas Panen 

1 Pardasuka 4 

2 Ambarawa - 

3 Pagelaran 204 

4 Pagelaran utara 409 

5 Pringsewu 17 

6 Gading rejo 67 

7 Sukoharjo 700 

8 Banyumas 433 

9 Adiluwih  5.002 

 Jumlah  6.834 

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024 

 

Tabel 3 menunjukkan Kecamatan Adiluwih menjadi daerah penghasil jagung 

terluas diantara kecamatan lainnya. Luas panen jagung di Kecamatan 

Adiluwih mencapai 5.002 hektare. Unggulnya Kecamatan Adiluwih di sektor 

komoditas jagung ini disebabkan karena Kecamatan Adiluwih memiliki 

kualitas tanah yang baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman jagung 

secara optimal dan iklim yang sangat mendukung pertanian jagung, dengan 

curah hujan yang cukup dan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman 

jagung. 

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi seperti rumitnya 

penebusan pupuk subsidi melalui Kartu Petani Bejaya, kurangnya sosialisasi 

secara massif oleh penyuluh karena keterbatasan sumber daya manusia secara 

kualitas maupun kuantitas, landasan hukum yang dibuat asal jadi, dan 

kurangnya kesadaran kelompok tani terhadap digitalisasi pada sektor 

pertanian, membuat kajian tentang implementasi Kartu Petani Berjaya penting 

untuk diteliti. Sehingga, penulis tertarik untuk mengkaji topik penelitian yang 

berjudul “Implementasi Kebijakan Program Kartu Petani Berjaya dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) dalam 

meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menghasilkan gambaran mengenai proses implementasi program Kartu Petani 

Berjaya (KPB) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu dengan cara analisa perilaku organisasi dan 

hubungan antar organisasi, perilaku implementor tingkat bawah, dan perilaku 

kelompok sasaran.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Teoritis (Akademik) 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan atau pembanding 

bagi siapa saja (khalayak umum) yang melakukan penelitian dengan tema 

yang sama untuk menentukan ruang kosong yang belum diteliti atau 

kebeharuan penelitian (novelty). 

2. Praktis (Pragmatis) 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau saran untuk Dinas 

Pertanian Kabupaten Pringsewu dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) 

Kecamatan Adiluwih untuk meningkatkan kompetensi (kualitas), 

komitmen, koordinasi dan sosialisasi, etos kerja dan profesionalisme yang 

tinggi dalam implementasi kebijakan Program Kartu Petani Berjaya, agar 

implementasi Kartu Petani Berjaya di Kecamatan Adiluwih berjalan lebih 

baik dikemudian hari. Penelitian ini juga bermanfaat untuk peneliti sendiri 

dalam menambah wawasan dan pengalaman untuk menganalisis proses 

implementasi Program Kartu Petani Berjaya. 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mengkaji 

tentang implementasi kebijakan atau program, namun pada masing-masing 

penelitian memiliki karakteristik hasil yang beragam sesuai dengan fokus yang 

diangkat. Penelitian terdahulu berguna sebagai pembanding untuk melihat 

unsur kebaharuan (novelty) antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang relevan untuk pembanding. 

Tabel 4. Penelitian Terdahulu 

No Nama, dan 

Tahun 

Penelitian 

Fokus  

Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1. Oni Lestari 

dan Hendra 

Wijayanto, 

(2022) 

“Implementasi 

Kebijakan 

Penyaluran 

Pupuk 

Bersubsidi 

Melalui 

Program Kartu 

Tani (Studi 

Kasus pada 

Petani Nanas 

di Desa 

Siwarak 

Kecamatan 

Karangreja 

Kabupaten 

Purbalinga 

Jawa Tengah)” 

 

Model Soren C. 

Winter: 

1. Perilaku 

hubungan 

antar 

organisasi 

2. Perilaku 

aparat 

birokrasi 

tingkat 

bawah 

3. Perilaku 

kelompok 

sasaran. 

 

1. Perilaku hubungan antar organisasi 

BPP berkoordinasi dengan kelompok 

tani, dinas pertanian, kios pupuk, dan 

Bank BRI dalam mendata RDKK.  

2. Perilaku aparat birokrasi tingkat 

bawah 

BPP melaksanakan kebijakan secara 

diskresi, dilihat dari pendekatan 

komunikasi dengan petani, melibatkan 

pihak lain seperti PPL, KPL, dan BRI. 

3. Perilaku kelompok sasaran 

Respon positif terlihat dari sikap 

menerima dan merasakan kemudahan 

mengakses pupuk dengan harga 

murah, dan respon negatif berasal dari 

masalah Kartu Tani yang sering eror. 
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2. Aslan Jufri, 

Muhammad 

Syukur, dan 

Bakhtiar 

(2022) 

“Implementasi 

Kebijakan 

Penggunaan 

Kartu Tani di 

Desa Barugae 

Kecamatan 

Duampanua 

Kabupaten 

Pinrang” 

Model Edward 

III: 

1. Komunikasi 

2. Sumberdaya 

3. Disposisi 

4. struktur 

birokrasi 

 

1. Komunikasi 

Penyampaian informasi melalui 

sosialisasi, meski belum optimal 

karena banyak petani yang belum 

mengerti penggunaan kartu tani. 

2. Sumberdaya 

Sumberdaya terdiri dari tim penyuluh, 

Bank BRI, kios pengecer, dan petani. 

Sumber daya lainnya berupa peralatan, 

seperti perangkat uji tanah, mesin 

EDC, dan pupuk subsidi. 

3. Disposisi  

Implementor paham tugas dan 

tantangan yang dihadapi dan tetap 

menjalankan tugasnya sebagai bentuk 

profesionalitas. 

4. Struktur birokrasi 

Birokrasi merubahan sistem 

penebusan pupuk sesuai SOP 

menggunakan uang tunai agar 

memudahkan petani. 

 

3. Yusup 

Nugraha, Agus 

Dedi, dan S. 

Munir (2022) 

“Implementasi 

Program Kartu 

Tani di Desa 

Pangkalan 

Kecamatan 

Langkaplancar 

Kabupaten 

Pangandaran” 

Model Van 

Meter dan Van 

Horn:  

1. Ukuran dan 

tujuan 

kebijakan, 

2. Sumber-

sumber 

3. Karakteristik 

instansi 

pelaksana 

4. Komunikasi 

antar 

organisasi 

dan kegiatan 

pelaksanaan  

5. Sikap 

pelaksana 

6. Lingkungan 

ekonomi, 

sosial, dan 

politik 

1. Ukuran dan tujuan  

Kelompok tani kurang memahami 

standardan tujuan program, sehingga 

sedikit petani yang menggunakan 

kartu tani. 

2. Sumber-sumber 

Belum optimalnya jaringan internet 

membuatmesin EDC sering eror, dan 

kesulitanmencairkan anggaran. 

3. Karakteristik instansi pelaksana  

Penyuluh lapangan dituntut untuk 

meningkatkan kompetensi dan 

berintegritas tinggi.   

4. Komunikasi antar organisasi dan 

kegiatan pelaksanaan  

Kelompok tani enggan mengikuti 

forumdiskusi yang mempersulit proses 

pembinaan kelompok tani. 

5. Sikap pelaksana 

Kurangnya komitmen penyuluh 

membuat terhambatnya penyampaian 

informasi. 

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan 

politik   

PPL berkoordinasi dengan pimpinan 

tentang perkembangan pelaksanaan 

program. 

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024 
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Penelitian terdahulu pada tabel 4, menggunakan objek penelitian berupa 

program Kartu Tani milik Kementerian Pertanian, sedangkan penelitian ini 

menggunakan objek program Kartu Petani Berjaya milik Pemerintah Provinsi 

Lampung yang diberlakukan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

Ketiga penelitian terdahulu menggunakan teori yang berbeda-beda, yaitu teori 

Soren C. Winter, Edward III, serta teori Van Meter dan Van Horn. Dari ketiga 

penelitian terdahulu tersebut, terdapat teori yang sama dengan penelitian ini 

yakni teori milik Soren C. Winter. Penelitian ini mengananalisis perilaku 

implementor tingkat bawah yang mencakup kontrol organisasi, etos kerja, dan 

norma profesionalisme yang belum diteliti oleh penelitian terdahulu diatas. 

Hal inilah yang menjadi pelengkap pada penelitian terdahulu dan keterbaruan 

penelitian.  

 

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan yang berisi peraturan yang 

harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

tersebut. Menurut beberapa ahli seperti David Easton, kebijakan publik 

merupakan “the authoritative allocation of values for the whole society”, 

kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (otoritatif) 

kepada seluruh anggota masyarakat (dalam Taufiqurokhman, 2014). Udoji 

mendefinisikan kebijakan publik (public policy) sebagai suatu tindakan 

bersanksi yang mengarah pada tujuan dan masalah atau sekelompok masalah 

tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga 

masyarakat (dalam Abdoellah & Rusfiana, 2016).  

Menurut William Dunn, kebijakan publik memiliki beberapa tahapan yang 

dimulai dari penyusunan agenda (agenda setting), formulasi kebijakan, adopsi 

kebijakan (policy adoption), implementasi kebijakan publik, hingga evaluasi 

kebijakan (dalam Patarai, 2020). 

1) Penyusunan Agenda (Agenda Setting) 
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Pada tahap awal ini, pembuat kebijakan akan membahas, memilih dan 

memfokuskan beberapa masalah publik yang dinilai perlu atau tidak 

untuk ditangani. Sehingga masalah yang telah dipilih untuk ditangani 

akan masuk kedalam agenda kebijakan. Dalam proses ini membutuhkan 

kecermatan agar masalah itu benar sesuai realita yang terjadi atau 

sebaliknya (Septiana dkk., 2023). 

2) Formulasi Kebijakan (Policy Formulating) 

Selanjutnya, masalah publik yang telah masuk ke agenda kebijakan akan 

dibahas oleh para aktor yang berkepentingan (policy makers) untuk 

mendapatkan alternatif-alternatif pemecahannya (Septiana dkk., 2023). 

3) Adopsi Kebijakan  

Beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan policy makers, akan ada 

salah satu alternatif kebijakan yang dipilih dan diadopsi dengan 

consensus majority seperti mayoritas legislative maupun konsensus antar 

aktor untuk mengatasi masalah tersebut. 

4) Implementasi Kebijakan Publik (Policy Implementation) 

Kebijakan yang telah diputuskan akan dilaksanakan oleh implementor 

dengan manfaatkan sumber daya yang tersedia. Terdapat kebijakan yang 

akan di dukung dan adapula kebijakan yang mendapat pertentangan 

(Septiana dkk., 2023).  

5) Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation) 

Kebijakan yang telah diimplementasikan akan dinilai dan dievaluasi 

untuk melihat seberapa jauh tingkat keberhasilan kebijakan tersebut 

dalam memecahkan masalah sesuai target yang diinginkan. 

 

2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik 

2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan memiliki arti yang cukup luas, bukan hanya 

sekedar pelaksanaan dari harapan, tetapi sebagai serangkaian tindakan 

yang dipengaruhi berbagai faktor yang menjadi ukuran keberhasilan 

program yang dilaksanakan. Secara ontologis, implementasi 
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dimaksudkan untuk memahami fenomena mengapa terdapat kebijakan 

publik gagal diimplementasikan di suatu lokasi atau daerah tertentu. 

Implementasi digunakan untuk memetakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi munculnya berbagai fenomena, baik faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi suatu 

kebijakan (Tresiana & Duadji, 2021).  

Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi sebagai segala 

sesuatu yang terjadi setelah dirumuskan atau diberlakukannya suatu 

program dan fokus perhatian, sedangkan implementasi kebijaksanaan 

adalah kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya 

pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup usaha-usaha 

untuk mengadministrasikannya ataupun untuk menimbulkan dampak 

pada masyarakat secara nyata (dalam Wahab, 2008). Implementasi 

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, 

terdapat dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi 

kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan (Kasmad, 2013).   

2.3.2 Proses Implementasi Kebijakan Publik 

Proses implementasi kebijakan terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu 

melalui pendekatan top-down dan bottom-up. Secara umum, tahapan 

kerja para peneliti yang menggunakan pendekatan top-down meliputi 

beberapa langkah, yaitu memilih kebijakan yang akan dikaji, 

mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk mengidentifikasi tujuan 

dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen 

tersebut, mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang 

digunakan sebagai instrumen mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, 

mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh 

kelompok sasaran dengan baik sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang ada, mengevaluasi apakah keluaran kebijakan 

tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran. Selain itu, para 
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peneliti mengidentifikasi dampak yang muncul setelah kelompok sasaran 

memanfaatkan keluaran kebijakan yang diterima, selanjutnya analisis 

untuk mengetahui apakah dampak tersebut berimplikasi pada pencapaian 

tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan 

(Tresiana & Duadji, 2019).  

Sedangkan, pendekatan bottom-up muncul sebagai tanggapan terhadap 

ketidakpuasan dan kritik terhadap pendekatan top-down. Para pengkritik 

pendekatan top-down berpendapat bahwa implementasi kebijakan 

seringkali kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan isu efektivitas atau 

efisiensi. Karena ketidakpuasan ini, beberapa peneliti mengembangkan 

pendekatan bottom-up. Pendekatan bottom-up menggunakan logika 

berpikir dari “bawah” ke “atas” di mana proses dimulai dari keinginan 

masyarakat yang kemudian disalurkan ke pemerintah. Pemerintah 

kemudian membuat peraturan dengan menggunakan kewenangan yang 

dimilikinya, berdasarkan berbagai pertimbangan. Menurut Parsons dalam 

(Nurcahyanto, 2016), model bottom-up memandang proses ini sebagai 

sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus, serta menekankan pada 

fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan fleksibilitas dalam 

penerapan kebijakan. 

Dalam menganalisis implementasi program Kartu Petani Berjaya, 

peneliti menggunakan pendekatan top-down. Pendekatan ini dipilih 

karena program Kartu Petani Berjaya dikeluarkan oleh Pemerintah 

Provinsi Lampung, dilanjutkan ke tingkat kabupaten hingga ke tingkat 

paling bawah yakni kecamatan untuk diimplementasikan kepada 

kelompok tani. 

2.3.3 Program 

Pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program, 

seperti pendapat Grindle yang menyatakan bahwa “implementasi adalah 

serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan suatu program” 

(Tachjan, 2006). Menurutnya isi program harus menggambarkan 
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beberapa hal, seperti kepentingan yang terpengaruhi oleh program, jenis 

manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, status 

pembuat keputusan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang 

digunakan. Sedangkan, Terry mengemukakan bahwa program 

merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang telah 

menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam 

satu kesatuan. Program ini menggambarkan sasaran, kebijakan, 

prosedur, metoda, standar, dan budget (Tachjan, 2006). Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Siagian dalam Tachjan (2006) mengidentifikasi ciri-

ciri program sebagai berikut: 

a. Sasaran yang akan dicapai; 

b. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan;  

c. Banyaknya biaya yang diperlukan dan sumbernya;  

d. Jenis kegiatan yang akan dilakukan; dan 

e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik dari jumlahnya maupun; 

keahlian dan keterampilan yang diperlukan. 

2.3.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan publik akan mudah dipahami jika menggunakan 

model atau kerangka pemikiran tertentu. Model implementasi kebijakan 

akan memberikan gambaran secara detail tentang suatu objek, proses, 

dan situasi, beserta komponen-komponen yang terkandung dalam objek, 

proses, dan situasi tersebut, serta bagaimana korelasi antara komponen 

yang satu dengan yang lainnya (Tachjan, 2006). Model-model dalam 

implementasi kebijakan publik diantaranya yaitu: 

 

a) Model Van Meter dan Van Horn 

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn disebut 

juga dengan “A Model of the Policy Implementation” atau model 

implementasi kebijakan dimana proses implementasi akan 

dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan direalisasikan. Model 

Van Meter dan Van Horn menawarkan pendekatan dengan 
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menghubungkan antara isu kebijakan dengan prestasi kerja 

(performance). Menurut Van Meter dan Van Horn, kinerja kebijakan 

dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan 

(Agustino, 2008) yaitu:  

1) Ukuran dan tujuan kebijakan 

2) Sumber daya 

3) Karakteristik agen pelaksana (implementor);  

4) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi  

5) Kecenderungan (sikap) implementor; 

6) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik; 

 

b) Model Merilee S. Grindle 

Grindle mengemukakan bahwa secara umum implementasi memiliki 

tugas untuk membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-

tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu 

kegiatan pemerintah (Rusli, 2013). Sehingga, fungsi implementasi 

sebagai “a policy delivery sistem” yaitu sebuah sistem untuk 

penyampaian kebijakan, dimana sarana tertentu yang dirancang dan 

dijalankan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam model 

Grindle, kegiatan program yang telah dirancang dengan pembiayaan 

yang cukup, isi kebijakan dan konteks implementasi menjadi kunci 

keberhasilan implementasi kebijakan (Tahir, 2011). Kerangka 

pemikiran Grindle, keberhasilan implementasi ditentukan oleh 

derajat kemampuan implementasi (implementability) dari kebijakan 

tersebut, yaitu Content dan Context. Isi (Content) kebijakan, 

meliputi: 

1) Kepentingan kelompok sasaran (Interest affected) 

2) Jenis manfaat (Type of benefits) 

3) Tingkat perubahan yang diharapkan (Extent of change 

envisioned) 

4) Status/kedudukan pengambilan keputusan (Site of decision 

making) 
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5) Pelaksana program (Program implementor) 

6) Sumber daya yang digunakan (Resources committed) 

Sedangkan konteks (Context) implementasinya, meliputi: 

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat 

(Power, interest, and strategies of actors involves) 

2) Karakteristik institusi dan rezim (Institution and regime 

characteristics) 

3) Kepatuhan dan daya tanggap (Compliance and 

responsiveness) 

 

c) Model Soren C. Winter 

Soren C. Winter pada tahun 2003 memperkenalkan model 

implementasi integrative (integrated implementation model), 

menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

formulasi, proses, dan dampak (hasil) dari implementasi kebijakan 

itu sendiri (Mustari, 2015).  

 

Gambar 2. Model Implementasi Terpadu (Integrated) 

Sumber: Ritter (2020) 

 

Model Soren C. Winter menawarkan 3 variabel yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan proses implementasi, yaitu: 
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1. Perilaku organisasi dan hubungan antar organisasi 

(Organizational and inter-organizational implementation 

behavior) 

a) Komitmen  

Menurut Winter, komitmen birokrasi tingkat bawah dalam 

menerapkan kebijakan yang telah diberikan menjadi faktor 

penting bagi mereka untuk mengambil tindakan dalam 

sebuah kebijakan (Mustari, 2015). 

b) Koordinasi antar organisasi 

Kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan pekerjaan, 

karena koordinasi merupakan fungsi manajemen yang 

berperan penting dan setara dengan fungsi manajemen 

lainnya. 

2. Perilaku birokrasi tingkat bawah (Street-level bureaucratic 

behavior) 

a) Kontrol organisasi 

Kontrol organisasi berfungsi sebagai pengawas terhadap 

tindakan yang dilakukan oleh staf, baik didalam maupun 

diluar lingkungan kerja, agar pegawai dapat melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Menurut Sarwoto, 

pengawasan merupakan kegiatan pimpinan yang 

mengusahakan supaya seluruh pekerjaan terlaksana sesuai 

rencana yang di harapkan (Mustari, 2015).  

b) Etos kerja 

Usman Pelly mengartikan etos kerja sebagai sikap yang 

muncul atas kesadaran diri dan kemauan yang didasari oleh 

sistem orientasi nilai budaya terhadap pekerjaan seseorang 

(Mustari, 2015). Sehingga, etos kerja dapat diartikan 

sebagai hal penting dalam suatu pekerjaan, sehingga 

seseorang harus memiliki etos kerja untuk menunjang 

pekerjaannya. 
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c) Norma profesionalisme 

Sumber daya manusia menjadi faktor paling penting dalam 

proses implementasi kebijakan, karena jika sumber daya 

manusia rendah maka tentu saja kebijakan akan tidak 

terimplementasi dengan baik. Sumber daya manusia dapat 

berwujud kompetensi implementor dan sumber daya 

finansial. Sering kali implementasi kebijakan terkendala 

karena sikap aparat yang tidak ditunjang dengan 

profesionalisme yang baik (Mustari, 2015).  

3. Perilaku kelompok sasaran (Target group behavior) 

Kelompok sasaran tidak hanya memberikan pengaruh terhadap 

kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat 

bawah. Jika pengaruh yang ditimbulkan baik, maka kinerja 

aparat tersebut juga akan baik, demikian sebaliknya. Perilaku 

kelompok sasaran meliputi respon positif dan negative dari 

masyarakat untuk mendukung atau tidak mendukung kebijakan 

yang disertai umpan balik atau tanggapan target group terhadap 

kebijakan yang dilaksanakan. 

a) Respon positif 

Respon positif akan menjadi tambahan energi bagi 

implementor dan tanpa adanya dukungan dari kelompok 

sasaran (target group) suatu kebijakan tidak akan berjalan 

maksimal. 

b) Respon negatif  

Respon negatif dari kelompok sasaran maupun masyarakat 

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi aktor 

kebijakan. 

2.4 Tinjauan Tentang Kartu Petani Berjaya (KPB) 

Latar belakang diciptakannya Program Kartu Petani Berjaya berbasis 

elektronik (e-KPB) yaitu sebagai perwujudan nyata Visi Pembangunan 

Provinsi Lampung 2019-2024 "Rakyat Lampung Berjaya" oleh Gubernur 
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Lampung Arinal Djunaidi yang diterjemahkan dalam misi kedua yaitu Good 

Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik 

dan misi kelima yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis 

pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan perkotaan. Gubernur 

Arinal berkomiten melalui 33 janji kerja yang akan diimpelentasikan kedalam 

program prioritas, di antaranya di bidang pertanian melakukan upaya 

peningkatan kesejahteraan petani melalui Program Kartu Petani Berjaya, Bea-

Mahasiswa Pertanian, memberantas peredaran pupuk palsu, revitalisasi lada, 

peningkatan daya saing komoditi unggulan (kopi, kakao, jagung, singkong 

dan udang), memfungsikan BUMD untuk produk pertanian dan peningkatan 

kesejahteraan nelayan (Pemprov Lampung, 2019). Dalam janji kerja Arinal-

Nunik yang memuat 33 janji, Kartu Petani Berjaya (KPB) terlatak pada point 

pertama. Hal ini menunjukkan KPB adalah program prioritas yang menjadi 

konsern utama Gubernur Lampung selama menjabat. 

 

 

Gambar 3. Janji Kerja Gubernur Lampung 

Sumber: PPID Lampung, 2021 
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2.4.1 Definisi Kartu Petani Berjaya (KPB) 

Kartu Petani Berjaya adalah kartu elektronik identitas petani yang 

diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam program 

Kartu Petani Berjaya yang memuat data lengkap 1 (satu) orang petani 

(Pergub Lampung Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 6). Program Kartu 

Petani Berjaya (KPB) merupakan pembaharuan dari kebijakan 

pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) yaitu Kartu Tani dengan 

menggunakan billing system yang dibuat oleh Kementerian Pertanian 

untuk mengatur penyediaan pupuk bagi para petani di Indonesia. Kartu 

Tani hanya berfokus pada penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah 

kepada petani, sedangkan Kartu Petani Berjaya memiliki sistem yang 

lebih kompleks berbasis Mobile Apps, Web Apss, dan Quick Response 

Code (QRCode).  

Billing system merupakan bukti transaksi pembayaran atau sistem yang 

membantu pemerintah dalam mengatur, mencatat, dan menghitung biaya 

yang telah terjadi dalam aplikasi atau website. Sistem ini kemudian 

terintegrasi dalam Program Kartu Petani Berjaya. Untuk meningkatkan 

penghasilan petani, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Program Kartu Petani Berjaya, memiliki tujuan dalam 

memberikan jaminan kepastian dalam usaha pertanian yang terintegrasi 

dalam Kartu Petani Berjaya, antara lain:  

a) Ketersediaan sarana produksi pertanian (saprotan); 

b) Akses keuangan permodalan perbankan, koperasi, Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM), dan akses keuangan lainnya yang sah; 

c) Pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk 

pendampingan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi; 

d) Penanganan panen dan pasca panen; 

e) Pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar atau pembeli. 
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Gambar 4. Beranda Elektronik Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung 

Sumber: Website e-KPB Lampung, 2024 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa Program Kartu Petani Berjaya telah 

bertansformasi menjadi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-

KPB) bertujuan untuk memudahkan petani dalam penyediaan sarana 

pertanian, akses permodalan, pembinaan manajemen usaha tani dan 

teknologi, hingga pemasaran hasil panen.Program Kartu Petani Berjaya 

menghubungkan berbagai kepentingan pertanian yang bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya 

penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi 

melalui pemanfaatan teknologi informasi. Terdapat beberapa layanan 

(fitur) yang terintegrasi dalam program e-KPB yang dapat membantu 

produktivitas petani, diantaranya E-Keanggotaan, E-Saprotan, E-Pubers, 

E-Permodalan, E-Asuransi, E-Beasiswa, E-Bantuan, E-Pemasaran/e-

Market, E-Gudang Ternak, Halo Medik Vet, E-Alsintan, E-Sertifikasi, 

E-OKKPD, dan E-Lelang. 

2.4.2 Kepesertaan Anggota Program Kartu Petani Berjaya (KPB) 

Pihak-pihak yang terlibat dalam program Kartu Petani Berjaya yaitu 

sebagai berikut: 

1) Petani dan kelompok tani, sebagai pengguna program Kartu Petani 

Berjaya yang melakukan kegiatan pertanian dengan mendapatkan 

kemudahan, mulai dari akses permodalan, penyediaan sarana 

produksi pertanian, alat mesin pertanian serta penjualan hasil 
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pertanian. Serta penebusan pupuk bersubsidi diharuskan secara 

kolektif. 

2) Penyuluh pertanian, bertugas mensosialisasikan program dan 

mengisi rekomendasi Rencana Usaha sesuai dengan wilayah kerja 

masing-masing penyuluh. 

3) Pabrik pupuk, peptisida, obat-obatan tanaman, bibit, dan benih, 

bertugas menyediakan pupuk, peptisida, obat-obatan tanaman, bibit, 

dan benih yang diperlukan petani dalam proses produksi pertanian. 

4) Kios/pengecer, bertugas menyediakan produk pertanian baik subsidi 

(jika masih ada alokasi) dan non subsidi.  

5) Lembaga keuangan (Bank atau Koperasi), bertugas menyalurkan 

modal kepada petani yang memenuhi persyaratan sesuai sistem 

perbankan. 

6) Pemerintah daerah, berwenang untuk menerbitkan kartu elektronik 

identitas petani secara kolektif atau perkelompok dalam Program 

Kartu Petani Berjaya. 

2.4.3 Tujuan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) 

Tujuan program Kartu Petani Berjaya (KPB) adalah untuk mencapai 

kesejahteraan petani yang meliputi:  

1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan 

kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan manajemen 

usaha tani melalui penyuluhan pertanian, dan pengembangan 

sistem pendidikan dibidang pertanian; 

2) Pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak 

kepada petani berupa pasar alternatif dengan rantai tata niaga 

pendek (direct marketing), mendorong terwujudnya organisasi tani 

yang kuat dan berakar serta meningkatkan kemudahan layanan 

akses sumber informasi dan teknologi; 

3) Penyuluhan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) 

yang meliputi mengenai informasi prakiraan iklim yang handal 

guna menekan angka gagal panen akibat perubahan iklim yang 
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ekstrim. Dengan adanya informasi prakiraan iklim yang handal 

petani dapat menyesuaikan sistem budidaya atau strategi 

penanaman dengan prakiraan iklim tersebut;  

4) Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, 

dan manajemen usaha tani melalui penyuluhan pertanian, dan 

pengembangan sistem pendidikan dibidang pertanian; 

5) Pembiayaan pertanian melalui lembaga keuangan khusus yang 

melayani petani; 

6) Pengawasan kondisi pertanian daerah, membuat kebijakan, dan 

menjamin stabilitas harga jual hasil pertanian. 

 

2.4.4 Cara Mendaftar Menjadi Anggota e-KPB  

Dengan menjadi anggota Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-

KPB), pengguna dapat menikmati berbagai bentuk layanan sesuai 

dengan role-nya. Role adalah suatu peran atau fungsi spesifik yang 

dipilih oleh pengguna. Adapun role dalam e-KPB yaitu Petani KPB, 

Kelompok Tani (Poktan), Petani Perkebunan (Pekebun), petani yang 

memiliki ternak (Peternak), kelompok ternak (Poker), penyedia layanan 

asuransi, koperasi, Tim IT Operation, Lembaga Bantuan, Bumdes untuk 

pupuk non subsidi, Admin Halo Medic Vet, Admin Eksekutif, Admin 

Eksekutif Provinsi, Admin Eksekutif Kabupaten, dan Pimpinan atau 

Eksekutif Tingkat Provinsi.  

 

Untuk registrasi anggota e-KPB dapat melalui 3 opsi pendaftaran. Opsi 

pertama, calon pengguna dapat registrasi secara mandiri. Opsi kedua, 

yaitu secara otomatis terdaftar di alokasi. Terakhir, jika calon pengguna 

adalah kelompok petani mandiri/perorangan, maka dapat mendaftar 

langsung di call center e-KPB. Cara registrasi secara mandiri di e-KPB 

yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 5. Bagan Registrasi Anggota E-KPB 

Sumber: Juknis KPB Pringsewu, 2023 

 

2.4.5 Proses Transaksi Pupuk Subsidi pada Website Kartu Petani Berjaya 

Melalui Akun Kelompok Tani (Poktan) 

Sebelum melakukan penebusan pupuk, terdapat syarat-syarat yang 

dalam pemesanan pupuk subsidi, diantaranya terdapat akun Poktan, 

terdapat akun kios, terdapat rekening kios, dan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) Petani terdaftar di e-Alokasi. Adapun langkah-

langkah dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi melalui website 

Kartu Petani Berjaya (KPB) yaitu sebagi berikut: 

1) Membuka web browser pada perangkat komputer atau smartphone 

2) Memasukkan URL (https://e-kpb.lampungprov.go.id) pada 

halaman URL. 

3) Kelompok tani (Poktan) dapat melakukan login dengan akun yang 

telah didaftarkan dan diverifikasi NIK ataupun Role oleh admin 

KPB Center 

calon pengguna melakukan 
registrasi di website KPB  

melalui link https://e-
kpb.lampungprov.go.id/ untuk 

mendaftar

• Registrasi

calon pengguna menunggu 
verifikasi NIK yang 

membutuhkan waktu 1×24 jam
• Verifikasi NIK

calon pengguna dapat mengajukan role yang 
sesuai dengan profesinya, dan calon pengguna 
dapat memilih lebih dari satu role yang sesuai 

dengan profesi

• Pemilihan Role

Role yang sudah diajukan akan diverifikasi 
lagi dalam 1×24 jam oleh pihak admin e-

KPB untuk memastikan role yang diajukan 
sesuai dengan profesi

• Verifikasi Role

pengguna hanya dapat 
mengakses role yang 
telah diajukan saja

• Akun 
Siap

https://e-kpb.lampungprov.go.id/
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4) Setelah berhasil Login, maka akan muncul menu. Selanjutnya pilih 

layanan yang terdapat pada Menu Layanan Poktan. 

5) Setelah mengklik Lihat Layanan Poktan, maka akan muncul menu 

e-Puber Poktan dan klik lihat Menu 

6) Setelah itu akan menampilkan menu Data e-Alokasi Poktan, Data 

Penebusan, dan Data Anggota 

7) Selanjutnya klik Data e-Alokasi Poktan dan akan menampilkan 

Data e-Alokasi yang ingin diajukan 

8) Selanjutnya, pada menu Data Penebusan akan menampilkan detail 

transaksi seperti keterangan transaksi berhasil atau tidak, upload 

bukti pembayaran, dan mengkonfirmasi jika pupuk telah diterima.  

 

2.5 Kerangka Pikir  

Kerangka pikir merupakan model konseptual mengenai teori yang digunakan 

untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kerangka pikir berguna sebagai 

dasar dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Pendistribusian pupuk 

bersubsidi yang dilakukan secara terbuka mengakibatkan penyaluran pupuk 

belum tepat sasaran, kenaikana harga pupuk ditingkat petani, dan terjadi 

kelangkaan (Nabila, 2023). Sebagai upaya penyediaan sarana pertanian yang 

lebih baik, pemerintah Provinsi Lampung menjawab membuat program Kartu 

Petani Berjaya (KPB). Program KPB berfungsi sebagai penghubung bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam proses pertanian, seperti petani, pembeli hasil 

pertanian, distributor, perbankan, dan pemerintah daerah, baik tingkat 

kabupaten maupun provinsi. Sistem Kartu Petani Berjaya berjalan 

menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berbasis 

keanggotaan tertutup. Sasaran dari program ini adalah tersedianya sarana 

pertanian (pupuk bersubsidi dan bibit), meningkatkan keuntungan usaha tani, 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha tani, meningkatkan nilai 

produksi dan produktivitas pertanian.  

 

Salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang telah menerapkan program 

Kartu Petani Berjaya adalah Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 
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Kecamatan Adiluwih merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani jagung. Namun, faktanya masih terdapat 

beberapa permasalahan yang terjadi, seperti terbatasnya jumlah peyuluh baik 

secara kuantitas maupun kualitas, sulitnya membujuk kelompok sasaran untuk 

beralih dari cara tradisional ke digital, dan rumitnya mekanisme penebusan 

pupuk subsidi melalui Kartu Petani Berjaya, sehingga kerap terjadi 

kesalahpahaman antara kelompok tani dan Kios Pupuk Lengkap (KPL) dalam 

penebusan pupuk subsidi melalui Kartu Petani Berjaya. Permasalahan ini 

terjadi disebabkan proses implementasi yang berjalan kurang baik. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan 

yang diperkenalkan oleh Soren C. Winter, untuk menganalisis permasalahan 

implementasi yang terjadi. Sehingga, kerangka pikir pada penelitian ini 

mengacu pada teori atau model implementasi kebijakan menurut Soren C. 

Winter seperti pada gambar berikut. 

 

Gambar 6. Kerangka Pikir 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe dan Jenis 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian kualitatif berkembang sebagai metode penelitian dalam 

lingkup permasalahan atau fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia 

(Hardani dkk, 2020). Sedangkan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang 

mengarahkan untuk memunculkan gejala-gejala, kejadian atau fakta secara 

akurat dan sistematis, tentang sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani 

dkk, 2020). Metode tersebut relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan 

dilakukan yakni untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi 

kebijakan program Kartu Petani Berjaya (KPB) dalam meningkatkan 

kesejahteraan petani di Kabupaten Pringsewu. Tujuan dipilihnya metode 

penelitian kualitatif karena untuk menganalisis lebih dalam bagaimana proses 

dan mengungkap dari setiap fenomena dalam pelaksanaan program KPB 

menurut pandangan pemerintah Kabupaten Pringsewu dan pandangan 

masyarakat di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dengan didukung 

oleh teoritik yang telah dibangun dalam kerangka pikir. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian digunakan untuk pembatasan objek yang akan diteliti dan 

pembatasan agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh 

dilapangan. Pembatasan penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat urgensi 

(kepentingan) dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 

2013). Adapun fokus penelitian ini yaitu pada proses implementasi kebijakan, 

dengan menggunakan model implementasi kebijakan Soren C. Winter atau 
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model implementasi terpadu (integrated).  Pada proses implementasi, model 

ini memiliki tiga dimensi yang dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 7. Model Implementasi Terpadu 

Sumber: Ritter (2020) 

 

Pada gambar diatas, terdapat dimensi-dimensi yang dipakai dalam meneliti 

proses implementasi program Kartu Petani Berjaya di Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu, diantaranya adalah: 

1. Perilaku organisasi dan hubungan antar organisasi (organizational and 

inter-organizational implementation behavior) 

a. Komitmen 

Komitmen merupakan bentuk kesepakatan instansi dalam menjaga 

stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang terlibat 

dalam pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya (KPB). Hal ini 

bertujuan menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang 

muncul, seperti rasa egoisme diantara organisasi pelaksana seperti 

Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu dan Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL) yang dapat mempengaruhi hasil implementasi. 

b. Koordinasi antar organisasi 

Implementasi program Kartu Petani Berjaya (KPB) juga perlu 

didukung dan dikoordinasikan dengan lembaga atau organisasi lain 
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untuk mempercepat tercapainya program sesuai harapan. 

Koordinasi antar organisasi disini adalah koordinasi yang 

dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Adiluwih, kelompok tani, 

dan kios pengecer pupuk. 

 

2. Perilaku birokrasi tingkat bawah (street-level bureaucratic behavior) 

Perilaku birokrasi tingkat bawah dimaksudkan sebagai kemampuan 

Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu sebagai implementor dalam 

menjalankan program Kartu Petani Berjaya (KPB) dengan menggunakan 

kewenangan diskresi. Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu dalam 

melaksanakan program KPB akan dipengaruhi perilaku birokrasi salah 

satunya pengambilan keputusan penting saat adanya pengaruh yang lebih 

dominan diluar kewenangan pokok. Sehingga, dalam pelaksanaan 

program adakalanya mengalami penyimpangan dari tugas utama selaku 

pelaksana kebijakan. Oleh karenanya, terdapat beberapa kriteria yang 

digunakan untuk melihat bagaimana perilaku Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL) sebagai implementor tingkat bawah, diantaranya kontrol 

organisasi (pengawasan) oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu 

terhadap kinerja PPL, etos kerja (motivasi) PPL dalam melaksanakan 

tugas, dan norma profesionalisme yang ditunjukkan PPL selama 

pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya. 

 

3. Perilaku kelompok sasaran (target group behavior) 

Kelompok sasaran bukan hanya berpengaruh terhadap dampak kebijakan 

tetapi juga berpengaruh pada kinerja aparat tingkat bawah. Kelompok 

sasaran yang dimaksud disini adalah petani dan kelompok tani di 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Perilaku kelompok tani 

terhadap hadirnya program Kartu Petani Berjaya (KPB) mencakup 

respon positif dan respon negatif. Penelitian ini akan menganalisis 

bagaimana respon yang diberikan oleh kelompok tani dan petani dari 

hadirnya program KPB. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merujuk pada tempat mendapatkan informasi atau data yang 

dibutuhkan peneliti. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada 

pertimbangan kesesuaian dengan topik yang dipilih, serta memiliki 

kemenarikan dan keunikan, dengan begitu peneliti dapat menemukan hal-hal 

yang baru dan bermakna (Suwarma Al-muchtar, 2015). Lokasi penelitian ini 

berada di Kabupaten Pringsewu, lebih tepatnya di Kecamatan Adiluwih. 

Pemilihan lokasi ini didasarkan dengan alasan potensi sumber daya alam yang 

cukup baik terutama di sektor pertanian dengan komoditas unggulan berupa 

jagung. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Pringsewu (2018), 

Kecamatan Adiluwih menjadi daerah penghasil jagung (pipilan kering) 

terbanyak di Kabupaten Pringsewu dengan luas panen mencapai 4.340 hektar 

dan produksi sebanyak 21.700 ton (Andriyani, 2023). Sedangkan pada tahun 

2023 luas panen jagung di Kecamatan Adiluwih mangelami peningkatan 

menjadi 5.002 hektar dan mengungguli kecamatan-kecamatan lainnya. 

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2010). 

Sumber data adalah segala informasi yang diperoleh peneliti untuk menyusun 

hasil penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data 

sekunder.  

1. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan pada objek penelitian. 

Data primer diperoleh menggunakan teknik dalam pengambilan sampel 

sumber data dengan menentukan informan (purposive sampling) yang 

berkaitan dengan implementasi kebijakan program Kartu Petani Berjaya. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui media perantara berupa 

catatan ataupun dokumen baik yang dipublikasikan atau tidak 

dipublikasikan secara umum, yang bertujuan untuk menunjang sumber 

data primer. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui 
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media online terpercaya dan dari data yang dimiliki oleh narasumber atau 

berbagai pihak yang memiliki wewenang terhadap data tersebut. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, sumber, dan cara 

(Hardani dkk, 2020). Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, 

maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan (observasi), 

wawancara (interview), dokumentasi dan gabungan ketiganya (triangulasi). 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: 

1) Observasi 

Sukmadinata menyatakan bahwa observasi adalah teknik mengumpulkan 

data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung (Hardani dkk, 2020). Observasi pada penelitian ini 

digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu pada 

kegiatan sosialisasi program Kartu Petani Berjaya (KPB) di Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu, serta mengikuti kegiatan Mimbar 

Sarasehan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Adiluwih. 

Mimbar Sarasehan adalah salah satu forum penting dalam pelaksanaan 

penyuluhan pertanian. Forum ini mempertemukan Pemerintah Daerah 

dengan para pelaku utama, yaitu petani, sebagai bentuk keterbukaan 

untuk menyampaikan usulan dan aspirasi. 

 

2) Wawancara (Interview) 

Menurut Nazir, wawancara merupakan proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara 

pihak penanya dengan pihak penjawab (informan) dengan menggunakan 

interview guide atau panduan wawancara (Hardani dkk, 2020). 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara mendalam (in depth 

interview) dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. 

Informan disini merupakan pihak-pihak yang telah ditentukan peneliti 
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sesuai kepemilikan informasi terpercaya mengenai implementasi 

kebijakan program KPB di Kabupaten Pringsewu.  

Tabel 5. Daftar Informan 

No Nama 

Informan  

Jabatan  Informasi  

1 Harzon, SP. Pengawas Alsinta Ahli 

Muda (Koordinator 

program KPB) 

Pelaksanaan Kartu Petani 

Berjaya di tingkat 

Kabupateen Pringsewu 

2 Muhammad 

Rinaldo, 

A.Md.P 

Staf Prasarana dan 

Sarana Pertanian 

(Admin KPB Center) 

Bentuk pelayanan kepada 

pengguna Kartu Petani 

Berjaya 

3 Hengki 

Ferdiawan 

S.T. 

Analis Alat dan Mesin 

Pertanian  

Bentuk pengawasan terhadap 

birokrasi tingkat bawah  

4 Teguh 

Susanto SP. 

Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL) 

Proses pelaksanaan 

sosialisasi Kartu Petani 

Berjaya di tingkat kecamatan 

5 Sujarto Pemilik Kios Pupuk di 

Kecamatan Adiluwih  

Bentuk kerjasama antara kios 

dengan pemerintah dan 

kelompok tani  

6 Suroto Ketua kelompok tani 

Enggal Jaya (Poktan 

dengan Kelas 

Kemampuan Madya) 

Dampak positif dan negative 

yang dirasakan petani dari 

adanya program Kartu Petani 

Berjaya 

7 Riyanto Ketua kelompok tani 

Sukamaju (Poktan 

dengan Kelas 

Kemampuan Lanjut) 

Dampak positif dan negative 

yang dirasakan petani dari 

adanya program Kartu Petani 

Berjaya 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024 

 

Pemilihan informan berdasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan 

keterlibatan langsung dengan program Kartu Petani Berjaya di 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Penentuan informan juga 

menggunakan teknik snowball sampling yakni informan awal yang 

dipilih dapat merekomendasikan orang lain yang relevan untuk 

diwawancarai dan membantu peneliti menemukan informan yang 

signifikan dan mampu memberikan data yang dibutuhkan. Pada 

pemilihan informan untuk mewakili kelompok tani dipengaruhi oleh 

beberapa alasan yaitu: 

a) Dipilihnya seorang ketua sebagai representasi dari anggota 

kelompok tani (Poktan) lainnya.  
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b) Dipilihnya informan berdasarkan kelas kemampuan kelompok tani. 

Kelas kemampuan kelompok tani (Poktan) terbagi menjadi 4 yaitu 

Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama, 

berdasarkan aspek penilaian kelompok tani yang dikenal Panca 

Kemampuan Kelompok Tani (PAKEM POKTAN). Penilaian ini 

terdiri dari 5 aspek yaitu, kemampuan merencanakan, kemampuan 

mengorganisasikan, kemampuan melaksanakan kegiatan, 

kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, serta 

kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani. 

Penentuan kelas kemampuan hasil penilaian PAKEM POKTAN 

adalah sebagai berikut (Kementan, 2018): 

1. Kelas Pemula : nilai ≤ 245 

2. Kelas Lanjut : nilai 246-455 

3. Kelas Madya : nilai 456-700 

4. Kelas Utama : nilai 701-1000 

Poktan di Kecamatan Adiluwih hanya masuk dalam 3 kelas yakni 

Kelas Pemula, Kelas Lanjut, dan Kelas Madya. Pemilihan informan 

didasarkan pada kelas poktan yang paling tinggi dan tingkat 

menengah yaitu Kelas Madya dan Kelas Lanjut. Kelompok tani 

Enggal Jaya sebagai Poktan Kelas Madya dengan nilai kemampuan 

568 dan kelompok tani Sukamaju sebagai Poktan Kelas Lanjut 

dengan nilai kemampuan 425. 

  

3) Studi Dokumen 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk 

tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang (Sugiyono, 2013). 

Studi dokumen merupakan cara atau teknik mengambil informasi yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan objek penelitian. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa surat keputusan 

atau peraturan-peraturan, gambar, dan segala informasi yang berkaitan 
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dengan implementasi program KPB yang dilakukan di Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

Tabel 6. Data Dokumen Penelitan 

No Nama Dokumen  Substansi Dokumen 

1 Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 17 tahun 

2013 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

Kewajiban Pemerintah Daerah 

dalam melindungi dan 

memberdayakan petani, kelompok 

petani, koperasi petani, dan 

asosiasi petani. 

2 Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 9 Tahun 2020 Tentang 

Program Kartu Petani Berjaya 

Dasar hukum pelaksanaan Program 

Kartu Petani Berjaya di Provinsi 

Lampung 

3 Petunjuk Teknis Program Kartu 

Petani Berjaya (KPB) Pada 

Dinas Pertanian Kabupaten 

Pringsewu 2023 

Acuan dalam pelaksanaan kegiatan 

implementasi program Kartu Petani 

Berjaya di Kabupaten Pringsewu 

4 Surat Keputusan Kepala Dinas 

Pertanian Nomor 

520/24/SK/D.18/2023  

Pembagian tim e-KPB tingkat 

kecamatan se-Kabupaten Pringsewu  

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024 

 

4) Triangulasi 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungan (simultan) dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah diperoleh 

(Sugiyono, 2013). Triangulasi pada penelitian ini terdiri dari triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan cara 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. 

Sedangkan, triangulasi teknik merupakan pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama 

(Sugiyono, 2013). 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, yang kemudian menghimpun data kedalam kategori, 
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menjabarkannya, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, pemilihan hal 

yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan, sehingga dapat dengan 

mudah dipahami, dan dapat menginformasikan temuan kepada orang lain 

(Hardani dkk, 2020). Sementara, Miles dan Huberman membagi aktivitas 

analisis data kedalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga 

alur ini adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), 

dan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing or verification) (Hardani 

dkk, 2020). Tahap-tahap analisis data meliputi: 

 
Gambar 8. Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) 

Sumber: Sugiyono, (2013) 

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data dapat diartikan sebagai merangkum, memusatkan pada 

hal-hal pokok, memfokuskan ke hal-hal penting, serta mencari tema 

dan polanya, dengan begitu data yang sudah direduksi akan 

memunculkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika 

diperlukan (Sugiyono, 2013). Data yang telah direduksi dapat 

mempermudah peneliti dalam proses analisis secara mendalam 

bagaimana implementasi kebijakan program Kartu Petani Berjaya 

(KPB) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan 

Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. 

 



 

 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Program Kartu Petani Berjaya (KPB) di Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu menunjukkan implementasi yang belum optimal. Meskipun 

sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL), banyak petani menganggap program ini rumit, terutama bagi 

yang kurang familiar dengan teknologi. Kritik utama datang dari kurangnya 

kesiapan dan kompetensi SDM, seperti minimnya operator yang mengelola 

transaksi di setiap desa. Selain itu, koordinasi antara pemerintah Provinsi 

Lampung dan Kementerian Pertanian masih kurang baik, menyebabkan kios 

pupuk harus melaporkan data melalui dua sistem yang berbeda, yaitu I-Pubers 

dan KPB, yang meningkatkan beban administrasi. Hasilnya, banyak petani 

dan pemilik kios merasa program ini belum memberikan solusi konkret 

terhadap masalah pertanian yang mereka hadapi 

Secara keseluruhan, meskipun ada respon positif dari beberapa petani yang 

melihat kemudahan dalam sistem penebusan pupuk, ketidakpuasan di 

kalangan petani lain masih cukup besar. Kurangnya regulasi yang kuat dan 

keterbatasan sosialisasi juga menjadi faktor penghambat. Program ini dapat 

terhenti sewaktu-waktu tanpa pengawasan yang ketat, yang memunculkan 

skeptisisme terhadap efektivitasnya. Sebagai upaya perbaikan, diperlukan 

peningkatan koordinasi antar instansi, peningkatan kompetensi SDM, serta 

penyederhanaan mekanisme penebusan pupuk subsidi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang peneliti 

ajukan dalam implementasi program Kartu Petani Berjaya di Kecamatan 

Adiluwih, diantaranya sebagai berikut: 

1. Pemerintah Provinsi Lampung perlu mengagendakan pelatihan dan 

workshop secara rutin untuk Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) guna 

meningkatkan etos kerja. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis dan 

non-teknis, termasuk pengembangan sikap profesional dan etika kerja 

yang baik. 

2. Perbaikan koordinasi antara pemerintah Provinsi Lampung dengan 

Kementerian Pertanian sangat diperlukan untuk mengintegrasi algoritma 

pendistribusian pupuk subsidi untuk mengurangi beban administrasi pada 

kios pupuk dan memastikan efisiensi dalam pendistribusian pupuk subsidi 

di Kecamatan Adiluwih. 

3. Diharapkan adanya penambahan jumlah sumber daya manusia untuk 

menjadi operator dalam membantu mengelola transaksi di setiap desa. 

4. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) perlu melakukan persiapan yang 

lebih matang sebelum melakukan sosialisasi, termasuk memahami materi 

dengan baik, mempersiapkan alat bantu presentasi, dan memastikan 

informasi yang disampaikan akurat dan relevan. 
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